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BAB III 

DESKRIPSI PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA 

MENURUT UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

 

A. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak menurut UU No.23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak. 

Anak  merupakan  persoalan  yang  selalu  menjadi  perhatian 

berbagai  elemen masyarakat,  bagaimana  kedudukan  dan  hak-haknya 

dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang  

tuanya,  bahkan  juga  dalam  kehidupan masyarakat  dan  negara melalui 

kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.   

Ada berbagai  cara  pandang  dalam  menyikapi  dan memperlakukan  

anak  yang  terus  mengalami  perkembangan  seiring dengan  semakin  

dihargainya  hak-hak  anak,  termasuk  oleh Perserikatan Bangsa-bangsa 

(PBB).  

Anak  adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak 

bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Kesadaran universal ini, dari waktu 

ke waktu, menyentuh relung kemanusiaan sebagaimana ditunjukkan dengan 

upaya perbaikan terus menerus untuk menghargai keberadaan anak.  

Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran 

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 2 

Undang-undang ini menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak 

berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

32 
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Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak 

meliputi:
1
 

a. Non diskriminasi 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Hal ini ditegaskan menurut UU No.23 Tahun 2002 yang tercantum 

pada BAB III (Hak dan Kewajiban Anak) bahwa setiap anak berhak 

mendapatkan: 

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. (pasal 4) 

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan. (Pasal 5) 

                                                             
1
 UUD 1945 dan Amandemennya. Surakarta: al-Hikmah. 
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c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua. (Pasal 6) 

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1) 

e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut 

berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh 

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. (Pasal 7 ayat 2) 

f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8) 

g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat 1) 

h. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam point (g) khusus bagi anak 

yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 

pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat 2) 

i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan. (Pasal 10) 
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j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri. (Pasal 11) 

k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12) 

l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan: 

- diskriminasi; 

- eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

- penelantaran; 

- kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

- ketidakadilan; dan 

- perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 Ayat 1) 

m. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 

pemberatan hukuman. (Pasal 13 ayat 2) 

n. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 

ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir. (Pasal 14) 
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Setelah hak-hak anak telah terpenuhi, maka setiap anak berkewajiban 

untuk: 

a. menghormati orang tua, wali, dan guru; (Pasal 19 point a) 

b. mencintai keluarga,masyarakat, dan menyayangi teman (Pasal 19 point b) 

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (Pasal 19 point c) 

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;dan (Pasal 19 point d) 

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19 point e) 

Kemudian di dalam UU No.23 tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 dan 2 juga 

telah disebutkan Kewajiban dan Tanggung Jawab. Orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk: 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; dan 

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

d. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 

karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam point (a) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

B. Penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak. 

Definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 

tahun 2002; 
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“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

dalam kandungan.” 

Definisi undang-undang ini mencakup janin, bayi, anak-anak sampai 

berumur 18 tahun. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab sosial 

anak dan tanggung jawab anak dimuka hukum salah satunya yaitu 

Penelantaran. 

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak 

terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.2 

Dari literatur internasional, keterlantaran anak secara umum dibagi 

dalam dua kelompok, yaitu: 

a) Keterlantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi 

hubungan sosial dalam keluarga normal. 

b) Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa atau 

ketidakmengertian keluarga/ orang tua, atau hubungan dalam keluarga 

yang tidak normal. 

Penelantaran dapat diartikan sebagai ketiadaan perhatian baik sosial, 

emosional dan fisik yang memadai, yang sudah selayaknya diterima oleh sang 

anak. Para psikiater yang terhimpun dalam Himpunan Masyarakat Pencegah 

Kekerasan pada Anak di Inggris (1999) berpendapat, bahwa penelantaran 

terhadap anak juga merupakan penyiksaan namun lebih bersifat pasif. Efek 

                                                             
2
 WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 564. 
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dari penyiksaan maupun penelantaran terhadap anak sama-sama 

mendatangkan akibat yang buruk.
3
 

Penelantaran terhadap anak pun tergolong penyiksaan karena dengan 

mengabaikan anak, maka anak tidak mendapatkan hak-hak mereka. Entah itu 

hak untuk dicintai, untuk hidup, tumbuh, untuk mendapatkan pendidikan dan 

sekolah, rasa aman, kesehatan, perlindungan, memiliki masa depan. 

Membiarkan dan atau mendorong anak mengkonsumsi minuman keras, drugs 

(obat terlarang) sudah tergolong tindakan penelantaran. 

Penelantaran menurut Akta Perlindungan Anak sebagai kegagalan ibu 

bapak untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, 

pakaian, kediaman, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari 

gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari 

bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis.
4
. 

Adanya Penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban 

pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya 

ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, 

manusia tidak dilindungi secara baik. Penelantaran anak dalam konteks 

hukum indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan 

aturan hukum yang tertuang pada UU No.23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. 

                                                             
3
 Jacinta F.Rini, Penyiksaan dan Pengabaian terhadap Anak, (Online), www.epsikologi.com, 

diakses 18 Juli 2008), 2008. 
4
 Menurut UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 Perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

http://www.epsikologi.com/
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Penelantaran yang dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 

2002 pasal 13 ayat 1 misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan 

sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak 

sebagaimana mestinya.
5
 

a. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan 

militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. 

(Pasal 63) 

b. Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan 

melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri 

tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. (Pasal 

65 ayat 2) 

c.  Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (Pasal 66 ayat 3) 

d. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, 

melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi 

dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (Pasal 67) 

e. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau 

perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (Pasal 68) 

                                                             
5
 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, 38. 
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f. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). (Pasal 69) 

g. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan 

pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan 

penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. 

(Pasal 70) 

h. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 

melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (Pasal 71) 

 

 


